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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Kewangan Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Kewangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) ielah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupatea Sukoharjo tanggal 31
Deseniber 2014-dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Tatatan atas
Laporan Keuangan untk tahun yang berakhir pada tnggal-tanggal tersebul.  Laporan
Keuangan adaluh tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tanggung jawab BPK
terlewak pada pernyataan opini atas laporan Kevangan berdasarkan pemeriksaen wang telah
dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf’ berikut tni, BPK melaksanakan
penwriksaan  berdusarkan - Standar Pemeribsaan Keuangan  Negara, Standar tersebut
mengharuskan  BPK  merencanakan dan melaksanakan penwriksaan agar memperoleh
keyakinan yanz memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu
pemeriksaan inelipeti - pengujian  bukti-bukti  yang  mendukung  juml:k-jumlah  dan
pengungkapan dalam  laporan  keuangan, Pemeriksaan juga  meliputi penilaian atas
penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signitikan vang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. penilaian atas kepatuhan terhadap Ketentuan peraturan
perundang-undangan. penilaian atas keandalan sistem pengendalian intem yang berdampak
material terhadap laporan keuangan, sena penilaian terhadap penyajian was laporan
keuangun secara Keseluruhan, BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar
yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkaphan dalam Catatan V.5.2.5.0 atas Laporan Keuangon, Pemerintah
Kabupaten Suhoharjo menyajikan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2014 dan 2013
masing-masinyg scbesar Rp376.68 milyar dan Rp238.84 milyar. Pengelolaan dan pencatatan
aset tetap tanah hurang memadai schingga masih ditermuban Londisi (i) hasil peailaian tanah
pada ruas-ruas jalan kabupaten dan wnah vang tidak diketahui harga perolchannya masing-
masing sebesar RpL71 trilyun dan Rp3.32 milyar belum disajikan (i) hasil sinkronisasi data
tanah pada neraca dengan KIB A SKPD menunjukkan terdapat dobel catat tanah pada
sawdwrtizga  SKPD dengan nilai wereatat sebesar Rp37.43 milvar belum
disesuatkan/dikoreksi (iii) tanah pada ruas-ruas jalan keluralan belum diswjikan (iv) beberapa
tanah rang digunakan SKPD belum  disajikan. Jika basil penilaian waach dan hasil
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sinkronisast atas aset tetap tanah telah disajihan dan eu disesuaihan dalam neraca
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2014, maka nilai aset teiap tersebut
akan berbeda secara signifikan, Selain itu, aset tetap tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp28.03
milvar tidak didukung daftar rincian aset tetap yang menadai yang mengakibatkan BPK
tidak dapat meneraphan selurub prosedur pemerihsaan untuk merakini saldo as2t tetap tanah
tersebut,

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.3.2.3.b atas Laporan Keuangar., Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2014 dan
2013 masing-musing sebesar Rp271.41 milyar dan Rp239.46 milyar. Pengeleolaan dan
pencatatan peralatan mesin sebesar Rpli4.12 milyar Kurang memadai sehingga masih
ditemuhan homdisi @ (7) pencatatan peralatan mesin tdak didukung daftar rincian aset tetap
sang memadai, (ii) beberapa peralatan mesin dicatat dengan nol rupiah dan harga tidak wajar
(i) beberapa ivnis barang tidak dapat ditelusuri keberadaunmia. (iv) penatausakzen peralatan
mesin chstruhomtabel tidak tentib dan tidak dapat diungkaphan, dan (v) beberapa bukti
kepemiliban hendarian tidak dapat ditelusuri heberadaannya, Dampak Kelemahan tersebut
mengakibathan BPK tioak dapat meneraphan selureh prosedur pemeriksaan entuh meyakin
saldo aset tetap peralatan mesin tersebut

Sebagaimana diungkapkan dalam Cawvan V.3.2.3.¢ atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap geduny bangunian per 31 Dasember 2014
dan 2013 masing-masing sebesar Rp618,10 milyar dun Rp-438.04 milyar, Pengeloluan dan
pencatatan gedung bangunan sebesar Rp349.60 milsar hurang memadai sehirgga masih
ditemukan kondisi ! (i) pencatatan gedung bangunan tidak didukung dattar rincian aset tetap
yang memadii, (i) beberapa gedung bangunan belum Jiketahui harga perclelannya. (iii)
beberapa bangunan dicatat dengan nol rupiah. (iv) selisih pencatatan gedung bancunan antara
KIB dan fisik gedung bangunan dan (V) prasasena, sarand, umum  permukiman dan
perumahan belum dikelola schingea belum dapat disajikan. Dampak kelemahan tersebut
mengakibathan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini
saldo aset tetap gedung bangunan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Suhoharjo menyajikan saldo aset tetap jalan irigasi jaringan per 31 Desember
2013 dan 2013 masing-masing sebesar 529,86 milyar dan Rp452.79 milyar. Penzeiolaan dan
pencatatan jafun irigasi jaringan Kurang memadai sehingga masih ditemukan sondisi : (i)
pencatatan jalun irigasi jaringan tidak didukung daftar rincian aset tetap yang, memadai, (i)
hibah tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) besena jaringan listrik belum dicatat Karena
belum diketahui harga perolehannya dan (iii) beberapa jalan des: masih dicatwt. Dampak
kelemuhan  terebut  mengakibatkan BPK  tidah  dapat menerapkan  seluruh  prosedur
pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap jalan jaringan Jan ir.gas? tersebut. Jika Ketiga
hal tersebut disajikan sesuai dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dalam  neraca
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tangeal 31 Desember 2014, maka nilai ase: retap tersebut
akan berbedi secara signitikan,

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.¢ aws Laporan Keuangun. Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013
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masing-mising sebesar RpS7.39 milyar dan Rp33, 34 milvar, Pengelolaan dan pensatatan aset
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tetap lainnya sebesar Rp47.08 milyar Kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi :
(i) pencatatan aset tetap lainnya tidak didukung dafiar rincian aset tetap yang memadai, (ii)
pencatatan aset tetap lainnya belum didukung rincian jenis barang. dan (iii) beberapa aset
tetap fatnmra dicatat dengan nol rupiah dan harga tdak wajar. Dampak kelemaban ersebut
mengakibathan BPK tidak dapat meneraphan seluruh prosedur pemeriksaan untuk mes akini
saldo aset tetap leinnya tersebut.

Menurut opini BPK, Kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, vang mungKin
perlu dilahukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti pencatatan Aset Tetap per 31
Desember 2014 dan 2013, laporan keuangan vang disebut di atas menyajikan secam
wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sckoharjo
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, seta Arus Kas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan,

Untuk memperoleh Keyakinan yang memadai atas kewajaran kaporan keuangan tersebut,
BPK juga melabukan penwriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan hepatuhan
terhadap  Ketentuan perundang-undangan.  Laporan  hasil  pemwriksaan  atin  Sistem
Pengendalian Intem dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap K tentuan
Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam  Laporan Nomor
30B/LHP/BPK XVIHLSMG/052015  dan Nomwor  30C/LHP/BPR/XVIESNG/05/2015
tangeal 7 Mei 2015, vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lapora ini

Semarang. 7 Mei 2013
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